SALINAN |

IBUKOTA JAKARTA

FERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 101 TAHUN 2318
TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA WALIKOTA/BUPATI, CAMAT DAN LURAH
DENGAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DI WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI/ KABUPATEN ADMINISTRASI,
KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINE! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014
telah ditetapkan Pola Hubungan Kerja Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi Dengan Suku Dinas, Kanlor, Satuan
Polis1 Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi,
Sekretariat Dewan  Pengurus KORPRI  Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

b. bahwa untuk menyesuaikan dergan perkembangan peraturan
perundang-undangan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah
dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan:

Mengingat : 1. Undang-Undarg Nomer 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daeran Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undarg Nemor 12 Tahun 2011 (entang Pembentukan
Feraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undarg Nomor 9 Tahun 2015;



Menetapkan :

bl

4. Peraluran Pemerintah Nomaor 18 Tahun 2018 tenlang Peranglkat
Daeran;

Peraturan Manter: Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Peranghkat Dacrabh Provinst Daerah Khusus Thukota Jakarta;

n

B. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkal Daerali Provinsi Daerah  Khusus
Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tabun 2016  lenlang
Orrganisasi dan Tala Kerja Kota Administrasi;

e

Poraturan,  Gubertur  Nomor 287 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata kerja Kabupaten Administrasi;

MEMUTUSKAN !

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PDLA HUBUNGAN KERJA
WALIKOTA/BUPATI, CAMAT DAN LURAH DENGAN UNIT KERJA
PERANGRAT DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASIL/
KABUPATEN ADMINISTRASI, KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB ]

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan :
I, Paerah aldalah Provins: Daerah Khusus lbukota Jakarta,

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkal Tlaerah
sebhagal ursur penyelenggara Pemnerintahan Daerah,

J. Gubernur adalah Kepala Daerah Provins: Daecrah Khusus
|bukota Jakarta.

A4, Hekretarial Daerah adaish Sekretariat Daeragh Provinsi Daerahb
Ehusus [Dukown Jdakarta.

o, Sekretaris Daerah adalah Sckrelaris Dacrah Provinsi Daeral
Elhusus loukata Jakarta.

6. Asisten Pemerintahan  Sekretaris Daerah adalah Asisten
Pemenntahan  Sskretaris Daerah  Provinsi Daerah Khusus
Tbukota Jakarta,

Y. Kota Administrasi adalah Kota Adminisirasi Provinsi Daerah
Khusus Ibukora Jakarta,

8, Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi
Repulausn Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jalarta,
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Kecamatan  adalah Kecamatan di Provinsl Daerah KEhusus
Ibwkara Jakarta

Eelurahan adaleh Kelurahan di Provinst Daerah  Khusus
Ihukata falarta

Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
Bupati adalah Bupari Kabupaten Administrasi.

Camat adalah Kepala Eecamatan di Provinsi Dacrah Khusus
[buleota Jakarta

Lurdh adalah Kepala Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta

Suku Dinas adalah Suku Dinas pada Kota Administrasi/
Kabupaten Administras:.

Suku Badan adalah Suku Badan pada Kota Administrasi/
Kabupaten Adminmistrasi.

o Batuan  Polisi Pamong  Prajs Kola Adminisirasi/ Kabupaten

Admirmsirasi yvang  Ssclanjulnya discbut  Satpo! PP Kota/
Kabupaten adalah Satuan Polisi Pamong Praja pada Kota
Administrasi/ Kabupaten Administrasi.

Unit Pelaksana Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabuparen
Administrasi vang sclanjuinya  disingkai UP PTSP Kota/
kabupaten adalah Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota,/Eabupalen.

Peranglkat Daerah adalah Perangkat Dacrah Provinsi Daerah
Khusus Ihukota Jakarta.

Unit Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Kerja Perangkat
Draerah atau Subardinat Perangkal Daerah,

. Unmit kerja Perangkat Daerah di Wilayah Koela Administrasi/

kabupaten Administrasi terdini dar Suku Dinas, Suku Badan,
Satpol PP Kota/ Kabupaten dan UP PTSP Kola/ Kabupaten.

- Unit Kerja Perangkal Daerah di Wilavah Kecamatan terdiri dari

Sektor [Dinas; Satpol PP Kecamatan, UP PTSP Kecamatan,
UPRD  Kecamatan, Puskesmas Kecamatan dan  Satuan
Pelaicsana [Xnas.

. Unil Kerja Perangleat Daerah di Wilavah Kelurahan terdiri dari

P PTSP RKelurahan, Saipol PP Kelurahan, Puskesmas
Eelurahan dan Satuan Pelaksans Dinas.

- Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Administrasi/Kabupaten

Administrasi,

Kelurahan adalsh Kelurahan di Kota Administrasi/Kabupaten
Adminisirasi



26, Koordinasi adalah pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan yvang
dilakukan seccara efisien dan efektil untuk memperoleh hasil
vang lebih aaik, dilaksanakan guna mencapal keselarasan,
keserasian dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, lugas
dan pelaporan dar penyelenggaraan Pemerintabian Dacrah agar
tercapal hasid guna dan daya guna yang lebih efelkil

27. Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang
dilakukan secara terus menerus mulai dari perencanaarn,
pelaksanaan sampail dengan pelaporan untuk memperbaiki
kualitas pelalktsanaan dan penyesuaian lerhadap perencanaan.

25, Evaluasi adaiah suatu usaha untulk mengukur dan memberikan
nilad secara objektif atas pencapaian hasil pelaksanasn tugas
penyelenggaraan  pemerintah  daerah, kegiatan vang  telah
dircncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk meéngetahui
dengan past apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala
vang djumpal dalam  pelaksanaan tugas penyvelengparaaan
Pemerintah  Daerah  dapal  dinilai dan  dipelajari untok
perbalkan pelaksanaan di masa yang akan datang.

BAB I
MAKSUD DAN TLLITAN
Pasal 2
Peraturan  Gubernur  ini dimaksudlkan  sebagai  pedoman
pelaksanaan hobungan kerja antara Walikota /Bupati, Camat dun
Lurahh dengan Unit Kerja Perangkat Daecrah di Wilavah Kota
Admimistrasi/ Kabupaten Adminisirasi, Kecamatan dan Kelurahan.
Pasal 3
Peraturan Gubsrmur ini bertujuan untuk ;
a. mewijudkar kejclasan hubungan kerja antara Walikota)/
Bupal, Camal dan Lurah dengan Unit Kerja Perangkatl Daerah
di Wilayah  Kota  Administrasi/Kabupaten  Administrasi,

Kecamatan can Kelurshan; dan

b. mewujudkar efcktivilas, efisicn dan optimalisasi pelaksanaan
tagas pemermlahan di walayah Kota/Kabupaten.

BAR II1
RUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkcp pala fubungan kerja meliputi
g. pengeordinasian  pelaksanaan rugas dan funesi Unit Kerja
Perangkal Daecrah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten

Administrasi. Kecamalan dan Kehirahan oleh Walikota/Bupati,
Camat dan Lurah;
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pemantauan aelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat
Dacrah di Wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi,
Kecarmnalan dan Eclurahan eleh Walikota/Bupati, Camat dan
Lurah! dan

evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangiat
Daerah di Wilayah Kots Administrasi/Kabupaten Administrasi,
Kecamatan dan Relurahan oleh Walikota/Bupati, Camual dan
Lurah.

BABR TV
FOORDINAS]
Pasal 5

LUnit Kerja Perangkal Dacrah di Wilayah Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam
pelaksanaan  tugas dan  fungsinya  berkoordinasi  dengan
Walikota /Bupall, Camat dan Lurah.

Walikota /Bupati, Camat dan Lurah mendulung Unit Kera
Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi. Kecamatan dan Kehirahan dalamn pelaksanaan
tugas dar ingsicya sesual dengan kewenangannya,

Pazsal &

hoordinasi pelaksanaan tugas dan [ungsi Unit Kerja Peranglat
Daerah di Wilayah Kota Administrasi) Keabupaten Administras:,
Kecamalan dan RKelurahan oleh Walikota/Bupati, Camal dan
Lurab meliputi :

g, Hourdines: penyusunan rencana kerja dan anegaran;
b, koordinasi pelaksanasn tugas dan fungsi;

¢, keoordinasi pembahasan, penelapan, pelaksanaan  dan
evaluas kebijakan operasional di wilayab Kora/Kabupaten
Admimst-ast, Kecamatan dan Kelurahan

d. koordinasi dalam rangka menindaklanjitl arahan pimpinan
dan hasil rapat pimpinan di tingkat Provinsi: dan

koordinasi  dalam  rangka menindaklaniuti  penpgaduan
masyarakaf.

e}
"

Koordinasi sebagaimana dimaksud pade avat (1) dilaksanakan
sccara regular atsu sewaktu-waktu sesuail kebutuhan,

Rencana kerja dan anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah di
Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan
dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada aval (1) huruf a,
merdapat rekomendasi tertulis dari Walikota / Bupati, Camal
dan Lurah.



£

Fasal 7

hoordinast pelagsanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat
Daerah i Wilsyvah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi,
Kecamatan dan Kehirahan oleh Walikota/ Bupati, Camat dan Lurah
dilalukan dalar bentui

a. rapart;:
b. permintaan laporan/data/dan/atau informasi;
penyampaian data dan/alau informasi;
i, komunikasi langsung/tidak langsung;

l

kurnjjungan lapangan; dan

EiEh

. pelavanan konsultasi.
Pasal &

Tindak lanjut hasil koordinasi dan  dukungan  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan sebagai

o

Bahan penvelesaian permasalahan;

b. Bahan laporan;

¢. Bahan evaluesi terhadap pelaksanaan magas dan [ungsi;

d. Apresiasi terbadap pelaksanasn tugas dan fungsi;

€. Harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan

fungsi; dan
[ Pemberian regomendasi.

DAR W
PEMANTAUAN
Pasal 9

(1) Walikota/Bupat, Camat dan Lurah melaksanakan pemantauan
pclaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkar Daerah di
Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan
dan Keluzahan,

{2) Walikota/Bupati, Canial dan Lurah dalam melaksanakan
pemantausn  pelaksanaan  tugas  dan fungsi Unit Kerja
Perangkat Daeran di Wilayah Koela Administrasi/Kabuparten
Administrasi, Kecamalan dan Kelurahan, melibatkan Unil Kerja
Perangkat Daeran di Wilayah Kola Admunistrasi/ Kabupaten
Administ-as), Kecamatan dan Kelurahan,

Pasal 10

Pemantaian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerfa Perangkal
Dacrah di Wileyah Kota AdministrasifKabupaten Administrasi,
hecamatan dan sclurahan oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah
dilaksanakan dalam bentuk :

4. pengamatan langsung di lapangan:
b. survel; dan
c. telaahan atas laporan,



Pasal 11
Tindak lIanjut hasil pemantauan dipereunakan sebagai ;

a, Bahan Laporan;
b. Bahan koordinas: pelaksanaan tugas dan [ungsi;
Bahan evalussi pelaksanaan tugas dan lunegs:; dan

d. Saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
BAR VI
EVALUASI
Puasal 12

Walikola/ Bupall, Cama: dan Lurah melaksanakan evaluasi operasional
pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkal Dacrah di
Wilayah RKota Administrasi/kabupaten Administrasi, Eecamalan dan
Kelurahan,

Pasal 13

i1l Ewvaluasi operasional pelaksanaan tugas dan fungs: Unit Kerja
Perangkat Daerah i Wilavah Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan aoleh Walikota/ Bupali,
Carmat dan Lurah dilaksanalkan dalam bennak -

a. verifikasi penilaian  kinerja Kepala Unil Kerja Perangkat
Daerah i Wilayeh Kola Administrasi/ Kabuparen Administrasi,
secamatan dan Kelurahan dalam sistem Tunjanegan Kinerja
Daerah;

b. rekomendas: penilaian sasaran kinerja pegawai Kepaia Unit
Eerja  Perangkal Daerah di Wilayah Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan: dan

o, rekomendasi pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala
Unit Kerja Perangkat Dacrah di Wilayvah Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi, Kecamalan dan Kelurahan kepada
Kepala Perangkas Daerah,

(£} Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Peranglat
Daerah di Wiavah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi,
kecamalan dan Kelurahan oleh Walikota/Buparti, Camal dan
Lurah dilaksanalkan secara ;

4, kemprehensif;
b. objeitf;
c. adil; dan

d. transparan
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Kepala Unit Kerja Perangkal Dacrah di Wilavah  Kota
Administrasi/ Kabuparen Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan
dapat mengajukan keberatan atas hasil evaluasi  dengan
didukung bukt-bukt dan dokumen terkail,

Keberatan yang diajukan oleh Kepala Unit Kerja Perangkat
Dacrah di Wiavah Kota Administrasi/Kabupsalen Administrasi,
Recamalan dan Kelurahan ditindaldanjuti oleh Walikota/Bupats,
Camat dan Lurah dengan musyawarah hingea mencapai mulakat.

Pasal 14

Haszil evaluasi dipergunakan scbagai bahan :

=,

I,

(1)

(3]

i 1]

koordinasi;
laporan; dan

oplinalisas pedaksanaan kebijakan operasional vang sudah ada.
BAE VIl
PELAPCORAN
Pasai 15

Walikota/Bupati menyampaikan Jlaporan hasil koordinasi,
permantaizan dan evaluast kepada Gubernur denpgan lembusan
Kepala Perang<at Daerah lerkait,

Camat menvempaikan laporan hasil koordinasi, pemantauan
dan evaluas: kepada Walikota/Bupati dengan tembusan Kepala
Perangkat Dasrah terkail.

Lurah menvampaikan laporan hasitl koordinasi, pemantauan
dan  evaluasi kepada Camat  denpan  tembusan  Kepala
Perangkat Daerah terkail,

Pasal 16

Unit Kerja Pecanghat Daerah di Wilayvah Eola Administrasi/
Kabupaten Administrasi menyvampatkan laporan pelaksanasn
tigas dan luopsi kepada Kepala Perangkal Daerah terkair
dengan tembu=an Walikota/Bupati,

Unit Kerja Zerangkat Dacrah di  Wilayvah Kecamatan
menyampaikan laporan pelaksanaan magas dan (ungsi kepada
Kepala Unit  kerja  Perangkat Dacrah di Wilayah Kota
Adminisirasy/ kabupaten Administrasi terkair dengan tembusan
Camat,

Unit  Kerja Perangkal Daerah ol Wilavah Kelurahan
menyampatkan laporan pelaksanaan (ugas dan fungsi kepada
Kepala Unit Eerja Perangkat Daerah di Wilayah Keecamatan
terkait dengan tembusan Lurah.



BAB VIII
EETENTUAN PENUTLUP
Pasal 17

Pada saat Peramuran Gubernur ini maulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomoer 30 Tahun 2014 tentang Pola Hubungan Kerja
Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Dengan Suku Dinas,
Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/ Kabupaten
Administrasi, Seckretariat Dewan Pengurus KORPRI  Kota
Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan,
dicabut dan dinyataken tidak berlakna.

Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan,
Apar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Benta
Daerah Pravinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan i Jakarta
pada tangpal 2 Oktober 2018

GUBERNUER PROVINSI DAERAH KHUSUS
[BUKOTA JAKARTA,

tid
ANIES BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanpgeal 8 Oktober 2018

BEKRETARIS DAERAH PROVINGI DAERAH KHUSUS
[BUROTA JAKARTA,

tid
BAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINS] DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 62040

Salinan sestai dengan aslinya
KEPALA BIRD HUEHL{I_EE_IFEETARIPLT DAERAH
PROVINSI II;]:""I.E HJEH'HHUW IBURKOTA JAKARTA,

i . __.:. |I
o

SLY2RANFUHANAH
NIP 19650824 1004032003



